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Tujuan penulis melakukan penenelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka dan bagaimana proses penangkapan dan pemeriksaan tersangka. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan hukum terhadap anggota POLRI diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil dalam melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah KUHAP yaitu UU NO 8 Tahun 1981. Sehubungan dengan subjek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota POLRI, maka selain KUHAP ada beberapa peraturan lain yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana sebagai berikut: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknik Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI. POLRI yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan dan diproses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sehingga anggota POLRI tersebut dapat menjalani hukuman kode etik, disiplin dan sanksi dari KUHP pasal 351 tentang penganiayaan. 2. Untuk melakukan penangkapan maka yang perlu diperhatikan adalah: Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
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The purpose of the authors in conducting this researchis to find out what the legal process is for police officers who abuse suspects and what is the process for arresting and examining suspects. By using the normative juridical research method, it can be concluded: 1. Law enforcement against members of the National Police requires a legal basis that is used as a formal juridical basis in committing a crime. The legal basis in question is the Criminal Procedure Code, namely Law No. 8 of 1981. In connection with the subject that is a suspect or defendant is a member of the National Police, besides the Criminal Procedure Code there are several other regulations that are used as a juridical basis in implementing legal proceedings against members of the National Police who commit criminal acts as the following: Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Law Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the State Police of the Republic of Indonesia. Government Regulation Number 3 of 2003 concerning the Implementation of General Judicial Institutional Techniques for Members of the Indonesian National Police. POLRI committing a criminal act of maltreatment can be reported and processed in accordance with the applicable law. Sehingga POLRI member can serve a punishment code of ethics, discipline and sanctions from the Criminal Code Article 351 concerning maltreatment. 2. In order to make an arrest, what needs to be paid attention to is: The task of arresting officers of the state police of the Republic of Indonesia needs to be taken into account by showing a letter of assignment and giving the suspect an arrest warrant stating the suspect's identity (full name, age, occupation, religion, and address / residence. ) and state the reasons for the arrest and a brief description of the crime case suspected and the place where he was examined. In the event of being caught red-handed, the arrest is made without a warrant, provided that the arrest must immediately hand over the person caught and the evidence available to the investigator or the closest assistant investigator.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Menurut Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang POLRI, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Fungsi Kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana menjelaskan dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI. 4 Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

menegakkan hukum; dan
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Pasal 5 KUHAP menjelaskan bahwa penyelidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pegeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa danmenghadapkan seorang pada penyidik.
Menurut Darwan Prints tersangka adalah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana ( dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan maratabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Kita melihat Ham sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. Sebagai istilah martabat dan hak-hak kemanusian tersebut disebut sebagai HAM. Pasal 4 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dengan keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain: 

Hak untuk hidup;

Hak untuk tidak disiksa;

Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;

Hak beragama;

Hak untuk tidak diperbudak;

 Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan umum;

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui atau mempelajari proses hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka serta proses penangkapan dan pemeriksaan tersangka. Berdasarkan Latar belakang diatas, maka permasalahanya dalam penelitian ini adalah

Apakah sanksi pidana dapat memberikan efek jera terhadap anggota penyidik yang melakukan penyiksaan pada saat proses penyelidikan?

Bagaimana proses hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan tehadap tersangka.

PEMBAHASAN

Proses Hukum Bagi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka
Penangkapan merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan HAM. Namun tetap dalam lingkup keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam hukum acara pidana terdapat aturan tentang dasar hukum untuk suatu proses penangkapan yaitu harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai pos polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan.

Menurut Pasal 17 KUHAP, bahwa seseorang dapat ditangkap atau mendapat perintah penangkapan, apabila terhadap orang tersebut diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Demikian pula menurut pasal 19
 ayat (2) KUHAP, bahwa Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturutturut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Pembahasan tentang bukti permulaan sangat penting yang berkait erat dengan penangkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 KUHAP. Namun demikian, bahwa masalah bukti permulaan yang cukup masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum sebagai berikut:

Menurut Kapolri dalam surat Keputusan No.Pol.SKEEP/04/I/1982, tanggal 18 Februari 1982 telah menentukan, bahwa bukti permulaan yang cukup itu, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara:

Laporan polisi;

Berita acara pemeriksaan di TKP;

Laporan hasil penyelidikan;

Keterangan saksi/saksi ahli; dan

Barang bukti. 

Yang setelah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan Menurut P.A.F. Lamintang, mengatakan bahwa "bukti permulaan yang cukup" dalam rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti-bukti minimal", berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

Menurut Rapat kerja MEKEHJAPOL I ( Mahkamah Agung Kejaksaan Kehakiman Polisi, tanggal 21 Maret 1984, menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogianya minimal: laporan polisi ditambah salah satu alat bukti.
 Menurut Pasal 16 KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penangkapan, adalah: 

Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, bahwa seseorang yang telah dilakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUHAP dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Dalam Pasal 18 KUHAP, bahwa untuk melakukan penangkapan, maka yang perlu diperhatikan adalah:

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. 

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).

Proses Penyidikan yang Disertai dengan Penyiksaan
Tahap Penyidikan tersangka penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki aturan hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjaditindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

 Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang mengatur dalam Undang-undang No 26 tahun 2000 pasal I angka 5. Penyelidik memiliki otoritas untuk menerrima laporan, mencari barang bukti, meminta berhenti orang yang sengaja dicurugai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan melakukan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik. Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyelidik dapat segara melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan, meninggal-kan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyelidik juga dapat meakukan pemerikasaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelopmpok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dengan mengahadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik.

Penyiksaan terhadap para terdakwa selama proses penangkapan bukanlah suatu hal baru di dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
 Menurut penelitian Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat mnemukan adanya 228 dari 388 responden yang mengalami penyiksaan saat ditangkap oleh pihak penyidik.
 KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:
 Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia haruslah dilindungi.
Secara umum, International Bill of Human Rights terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, beserta dua optional protocolnya, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya terkait dengan isu anti penyiksaan, maka ketentuan yang relevan adalah Pasal 5 yang berbunyi “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”. Dalam tahap penyidikan Polisi kerapkali melakukan praktek-praktek penyiksaan terhadap seorang tersangka dengan tujuan untuk menggali keterangan atau memaksa seorang tersangka di bawah kuasanya untuk mengakui suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut belum tentu orang tersebut lakukan. Tindakan penyiksaan tersebut seolah telah menjadi kebiasaan untuk mempermudah proses penyidikan. 

Penyiksaan yang dilakukan dengan latar belakang untuk mengejar pengakuan dari seorang tersangka mencerminkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari aparat Kepolisian terhadap ketentuan hukum acara pidana. Praktek penyiksaan juga diperparah dengan rendahnya kemampuan Kepolisan dalam mengungkap dugaan tindak pidana. Penyiksaan memang kerap dijadikan cara untuk mempermudah penyidik dalam memperoleh pengakuan atau keterangan dari seorang tersangka atau bahkan saksi. Tidak jarang Jaksa dan Hakim menganggap penyiksaan adalah hal yang biasa. Mereka menutup mata dengan adanya praktek penyiksaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pelaku penyiksaan di Indonesia adalah polisi, karena memang Polisi lah yang mempunyai peran penting dalam tahapan penyidikan yang merupakan salah satu tahap awal dari berjalannya peradilan pidana, bahkan Institusi Kepolisian sendiri juga mengakui bahwa tingkat tindak penyiksaan pada Kepolisian masih sangat tinggi. Selain tingkat pendidikan yang mungkin mengakibatkan terus terjadinya praktek penyiksaan, penindakan terhadap aparat Kepolisian pelaku penyiksaan cenderung lemah. Penindakan yang lemah sepertinya berbanding lurus dengan belum adanya peraturan khusus mengenai penyiksaan yang diatur di Indonesia, sehingga tidak ada upaya pencegahan serta penegakkan terhadap tindak pidana penyiksaan.

Barker dan Carter menyimpulkan penyimpangan perilaku polisi dalam suatu tipologi yang terdiri dari dua hal, yaitu penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang kriminal dan non kriminal yang dilakukan selama serangkaian kegiatan normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi.
 Beberapa bentuk penyimpangan pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkngan kerja yang sama. Penyalahgunaan wewenang dapat dikatakan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/ atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan pekrjaan polisi.  Barker dan Carter menyoroti adanya tiga bidang penyimpangan perilaku polisi ini, yaitu: pertama, penyiksaan fisik, terjadi jika seorang polisi menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuh- kan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi, dan/atau penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang; kedua, penyiksaan psikologis, terjadi jika petugas polisi secara lisan menyerang, mengolok-olok, memperlakukan secara terbuka atau melecehkan seseorang dan/atau menempatkan seseorang yang berada di bawah kekuasaan polisi dalam situasi di mana nama baik seseorang  tersebut terhina dan tidak berdaya; dan ketiga, penyiksaan hukum, berupa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional tersangka hak yang dilindungi oleh hukum, oleh seorang petugas polisi.
Bentuk penyiksaan fisik ini sudah ada sejak penangkapan sampai pada penyidikan. Bentuk kekerasan lain adalah tersangka/informan penelitian ditempeleng/ditampar, dipukul anggota badannya (kepala), ditendang, dihajar, disundut pakai rokok, ditodong pistol, disikut di perut, dan ancaman kekerasan lain
. Kekerasan psikologis banyak dilakukan penyidik dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Melalui ungkapan kata-kata yang kasar, tidak sopan, ataupun melalui gerakan tubuh yang menunjukkan ejekan, hinaan, bahkan umpatan atau sumpah serapah. Seorang tersangka mengungkapkan bahwa selama ia diperiksa, ia dipandang rendah, sebelah mata oleh penyidik, dan tak menghargainya sebagai manusia.
 Perilaku lain adalah dengan cara dipermainkan psikologisnya dengan menjadikannya seperti bola ping pong. Perkara yang seharusnya perkara perdata malah dipaksa untuk menjadi perkara pidana. Bukti-bukti sudah mengarah kesana, akan tetapi penyidik tidak mau tahu. Ada pula tersangka yang mengaku dipermainkan nasibnya dengan janj-janji hendak diringankan bahkan dibebaskan dari hukuman, dengan tipu muslihat itu penyidik berharap tersangka mau mengaku atau memberi keterangan sesuai keinginan penyidik. Bentuk kekerasan psikologis yang lain adalah pemeriksaan dilakukan pada malam hari, di mana secara psikologis tersangka dalam keadaan lelah secara fisik, dan secara psikis tidak dapat berkonsentrasi menjalani pemeriksaan.

Bentuk penyimpangan perilaku penyidik yang paling banyak adalah penyiksaan hukum. Sebagian besar informan mengatakan bahwa pada awal penyidikan, hak-hak konsitusionalnya sebagai tersangka tidak dipenuhi. Hak untuk mendapat pendampingan penasehat hukum tidak ditawarkan sejak awal pemeriksaan. Modus yang dilakukan oleh penyidik adalah memberikan hak tersangka atas bantuan hukum setelah proses pemeriksaan selesai. Beberapa informan advokat/penasehat hukum mengemukakan bahwa pada umumnya hak- hak tersangka dihormati oleh penyidik meski belum tentu dilaksanakan atau segera dilaksanakan. Misalnya hak untuk mendapatkan atau di- dampingi penasehat hukum belum tentu diberikan pada awal penyidikan atau segera setelah penangkapan. Seringkali penasehat hukum dihadirkan atau diberikan setelah pemeriksaan selesai sehingga tidak tahu menahu mengenai jalannya pemeriksaan, meski hal itu merupakan kewajiban bagi penyidik untuk memenuhi hak tersangka 
terutama terhadap kasus yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Kekerasan dalam penyidikan masih sering terjadi, terutama apabila pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum, bahkan ada penyidik yang berani melakukan kekerasan berupa menyabetkan sabuknya ke tersangka Pada umumnya penasehat hukum mendampingi pemeriksaan terhadap tersangka apabila pemeriksaan itu dilakukan siang hari, dan ada beberapa keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari bahkan sampai pagi hari. Alasan yang dikemukakan adalah alasan kesehatan tersangka dan konsentrasi tersangka pada malam hari yang tidak fokus, lagi pula malam hari adalah jam istirahat. Meski demikian ada penasehat hukum yang bersedia mendampingi ter- sangka dalam pemeriksaan sampai pagi hari.

Beberapa penasehat hukum menilai bahwa sebenarnya undang-undangnya sudah baik, akan tetapi dalam praktiknya masih perlu disempurnakan. Kemampuan penyidik perlu ditingkatkan keahliannya. Berkaitan dengan pengawasan, pandangan penasehat hukum terbelah. Ada yang beranggapan pengawasan eksternal tidak diperlukan apabila penyidik sudah memiliki kemampuan yang memadai dalam teknik penyidikan. Akan tetapi beberapa penasehat hukum lain berpendapat perlunya pengawasan eksternal meski kemampuan penasehat hukum sudah meningkat. Hal ini tak bisa dilepaskan dari perilaku polisi yang masih mau menerima uang dan perlakuan yang diskriminatif terhadap tersangka apabila di antara mereka mempunyai hubungan kekerabatan.
 Fakta lain yang perlu dikemukakan sehubungan dengan perilaku penyidik itu adalah belum adanya keberanian dari tersangka untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya kepada pihak yang berwajib. Hal ini terjadi karena tersangka takut menerima resiko yang lebih besar yang berkaitan dengan penanganan perkaranya. Penasehat hukum dalam hal ini hanya mencatat perlakuan penyidik dan melaporkan kepada atasan penyidik baik di tingkat Polres ataupun ke tingkat yang lebih tinggi. Resiko ada pada ter- sangka, bukan penasehat hukum. Penyangkalan terhadap keterangan tersangka dalam penyidik an dalam persidangan bagi hakim tidak diterima begitu saja, karena hakim lebih percaya pada apa yang ada dalam BAP dan cenderung mencocokkan saja, padahal hakim seharusnya memeriksa secara seksama terhadap tersangka dengan memperhatikan keterangan yang diberikan dalam persidangan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, nampak bahwa kekerasan dalam penyidikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang masih menjadi kebiasaan bagi polisi dalam menjalankan tugas. Pengakuan atau informasi yang diberikan oleh informan polisi selama penelitian merupakan informasi standar dan seragam, yaitu selalu berupaya menyangkal atau tidak mengakui adanya kekerasan dalam penyidikan. Ada informan yang mengatakan bahwa kekerasan dalam penyidikan bukan hal yang utama dilakukan karena telah terjadi pergeseran, di mana pengakuan tersangka bukan hal yang utama dalam penyidikan. Akan tetapi jikapun ada kekerasan, itu dikatakan oleh informan sebagai bagian dari diskresi, atau penggunaan hak polisi untuk bertindak sesuai situasi dan kondisi yang diijinkan oleh perundang-undangan. Penafsiran mengenai diskresi dan penggunaannya dalam penyidikan sebenarnya dapat diperdebatkan, apalagi jika penggunaanya itu melanggar hak asasi tersangka.

Kondisi yang sedemikian diperparah dengan tidak adanya pengawasan eksternal dalam penyidikan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan dari rekan sendiri sesama penyidikan. Hal ini sangat rentan dan mudah terjadi ke- kerasan terhadap tersangka yang disebabkan adanya pemakluman dari rekan sejawat serta semangat korps yang mendukung apa yang dilakukan oleh penyidik. Dikatakan oleh salah satu informan bahwa pengawas eksternal adalah penasehat hukum, padahal berdasarkan peraturan yang ada, tidak ada satu pasalpun yang menempatkan penasehat hukum sebagai pengawas dalam penyidikan. Penasehat hukum hanya bertugas sebagai atau melakukan pendampingan terhadap tersangka yang sebagian besar bersikap pasif saja. Pengawasan internal dari tingkat  yang lebih tinggi semisal dari Kepolisian Daerah, jarang dilakukan, demikian pula dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kondisi-kondisi seperti itu mendukung pelestarian perilaku polisi yang berupa kekerasan dalam penyidikan tetap ada dan terpelihara sampai kini.

Polisi adalah kepercayaan masyarakat dengan kekuatan dan tanggung jawab besar. Tuntutan yang alamiah terhadap kepolisian adalah polisi harus memberi imbalan, dengan memelihara standar etika tertinggi. Terkadang, pelaksanaan dari kegiatan polisi dikatakan sebagai “ranjau moral”, karena banyak pekerjaan polisi ha- rus melibatkan diri pada konflik orang lain dan harus menangani berbagai macam perilaku menyimpang. Terkadang dalam beberapa tugasnya, polisi lalu harus menggunakan tindakan diskresi
. Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomat). Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus terse- but tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat preemptif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup yang kebijakan kriminal yang penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk meng- atasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperolah pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana.

Tindakan polisi mesti selalu mengandung kebenaran hukum, bukannya hukum dijadikan pembenaran tindakan kepolisian atau merekayasa hukum bagi tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi penyesatan hukum. Dengan kata lain elastisitas hukum dieksploitasi untuk kepentingan tindakan polisi, yang berbentuk upaya paksa untuk memenuhi target kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi atau perorangan, dan kepentingan lainnya. Upaya paksa pada sisi yang benar adalah tindakan kepolisian berdasarkan undang-undang untuk mem- batasi kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.

Pemeriksaan tersangka oleh penyidik (reserse) dalam proses penyidikan berdasarkan pada berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa budaya kekerasan di kalangan polisi masih ada, bahkan menjadi kelaziman untuk mem- peroleh pengakuan tersangka. Pendekatan dan perlakuan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka lebih bersifat non-scientific, seolah menjadi akar budaya pola pemeriksaan bagi polisi yang menemui jalan buntu. Pola pemeriksaan yang berdasar pada scientific investigation akan menghindari aneka bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, maupun psikologis. Investigasi di sini diartikan secara ekstensif, ter- masuk pola penanganan Polri terhadap permasalahan public mass yang berkaitan dengan masa- lah perlindungan HAM.
 Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan bermuara pada moralitas polisi. Moralitas menunjuk pada perilaku manusia sebagai manusia yang dikaitkan dengan tindakan seseorang, sehingga norma moral merupakan norma yang dipakai untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas atau yang menyelidiki tingkah laku moral adalah etika

Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyiksaan

Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah strafbaar feit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hal tersebut secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan strafbaar feit. Prof. Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Dalam rancangan dari undangundang dari pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain perumusan ini dalam pembicaraan dalam parlemen Belanda di anggap kurang tepat, karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap seorang pasiennya. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit, dan memang inilah arti dari kata penganiayaan, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja. 
Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusandiganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit, dan memang inilah arti dari kata penganiayaan, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja. Dengan demikian unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan (oogmerk) tidak seperti unsur kesengajaan dan pembunuhan. Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka sesuai dengan pasal 351 ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara. Sedangkan jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun pennjara. Terdapat 2 (Dua) macam akibat ini harus tidak dituju juga harus tidak disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dan pasal 354 ayat (1) KUHP dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja tindak pidana menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Dalam mengakaji terkait tindak pidana penganiayaan dapat dirujuk pada Pasal 170, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, dan Pasal 358. Pasalpasal tersebut pada pokoknya memuat terkait ketentuanketentuan pidana terkait penganiayaan dengan diklasifikasikan terhadap tindakantindakan maupun konsekuensi-konsekuensi lain berdasarkan tiap-tiap aturannya

Sanksi Kode Etik Kepada Peyidik yang Melakukan Penyiksaan 
Penyidik juga harus bertangung jawab secara kode etik terhadap pelangaran yang dilakukanya kepada tersangka. Pelanggarakan yang dilakukankepolisian terhadap kode etik akan diselesaikan secara internal yankni melalui sidang komisi kode etik profesi. Hal ini diatur dalam peraturan Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 tentant Kode Etik Profesi Kepolisian. Oleh karena itu kode etik ini berlaku bagi semua profesi polri dan harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan. 

Sanksi Etika Profesi Penyidik Kepolisian Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Etika kemasyarakatan mengatur sikap moral polri agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas polri yang menertibkan dan mengayomi masyarakat. Dalam erika kepribadian, polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umut bergama. Pada etika kenegaraan mengatur agar polri menjujung tinggi landasan dan konstitusional negara Republik Indonesia yaitu pancasila dan Udang-undang Dasar NKRI Tahun 1945. Sedangkan dalam etika kelembagaan mengatur agar polri menjunjung tinggi dengan segala martabat dan kehormatanya terhadap institusinya.

Penyidik Polri yang melaksanakan tugas penyidikan terkait dengan proses peradilan pidana senantiasa menjunjung tinggi etika profesi kepolisian yang diatur dalam Kode Etik Profesi Kepolisian maupun Kode Etik Profesi Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri. Dalam Pasal 11 mengatur tentang pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh penyidik dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No Pol: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik profesi Polri adalah sangat tidak relevan, karena Peraturan Kapolri No Pol : 15 Tahun 2006 tersebut tidak mengatur sanksi tersendiri terhadap penyidik Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Penyidikan. Penyidik Polri mempunyai tugas fungsional dibidang penyidikan perkara pidana, dan tidak semua anggota Polri adalah penyidik, sehingga Peraturan Kapolri No Pol : 15 Tahun 2006 tersebut patut dipertanyakan atau perlu disempurnakan yaitu dengan mencantumkan sanksi tersendiri bagi penyidik Polri yang pada saat melakukan proses penyidikan, melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

 
Pengertian Penyidik dalam KUHAP Pasal 1 angka 1 adalah; Rumusan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dapat dilihat dalam peraturan Kapolri Nomor Polisi : 8 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi “ pelanggaran kode etik profesi polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri sedangkan rumusan kode etik profesi polri terdapat dalam pasal 1 angka 2 peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 tahun 2006 berbunyi kode etik profesi polri adalah norma-norma atau aturanaturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kriteria jenis pelanggaran kode etik profesi Polri dapat dijelaskan pengertiannya antara lain: 

Anggota Polri yang hanya melanggar Etika Profesi saja.

Anggota Polri yang hanya melanggar Disiplin saja.

Anggota Polri yang melanggar disiplin sekaligus juga melanggar etika profesi.

Anggota Polri yang melanggar tindak pidana sekaligus melanggar etika profesi dan disiplin artinya ; didalam tindak pidana terdapat pelanggaran etika profesi dan pelanggaran disiplin. 

Sanksi dalam kode etik profesi kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sanksi bagi penyidik polri yang melakukan penyidikan pidana terkait dalam sistem peradilan pidana melanggar kode etik profesi penyidikan. Bentuk sanksi dalam kode etik profesi kepolisian berupa sanksi moral dan sanksi administrasi. Sanksi moral dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi : 

Perilaku melanggar di nyatakan sebagai perbuatan tercela;

Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara 


langsung.

Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.

Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi 

kepolisian.

 Sanksi administrasi dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi: 

Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;

Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;

Pemberhentian Dengan Hormat ( PDH )

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ); 

Dari uraian tersebut diatas jelaslah, bahwa peranan sanksi dalam etika profesi kepolisian yang hanya bersifat moral maupun administratif saja, tidak cukup memiliki dampak pencegahan atau kurang mempunyai efek jera terhadap pelaku pelanggaran kode etik tersebut, apalagi terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, tentu saja tidak bisa disamakan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang bukan penyidik. Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan dan menerima suap dapat diterapkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikarenakan penyidik yang melakukan penyimpangan dan menerima suap tidak layak lagi menjadi anggota Polri karena telah merusak citra Polri.

PENUTUP

Kesimpulan

Efektivitas hukum terhadap Penyidik diperlukan dasar hukum yang kuat sebagai landasan yuridis formil dalam melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah KUHAP yaitu UU NO 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknik Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI. POLRI yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan dan diproses sesuai dengan Undangundang yang berlaku. Sehinggla anggota POLRI tersebut dapat menjalani hukuman kode etik, disiplin dan sanksi dari KUHP pasal 351 tentang penganiayaan
 Dalam Pasal 18 KUHAP bahwa untuk melakukan penangkapan maka yang perlu diperhatikan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia.
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